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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Davin Rakhmatullah 

NIM  : 202110110311256 

Judul  :  

 

 

Pembimbing : Sumali S.H, M.Hum 

    Muhammad Luthfi S.H, S.Sy.,M.H 

 Masalah sampah di Kota Banjarmasin semakin rumit karena populasi yang 

meningkat, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya fasilitas pengelolaan 

sampah. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin mengatur sanksi 

pidana berupa kurungan maupun denda bagi pelanggar, tetapi efektivitasnya masih 

belum optimal, terlihat dari banyaknya kasus pembuangan sampah sembarangan. 

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, 

didukung data primer melalui wawancara dengan Hakim, Dinas Lingkungan Hidup, 

Satpol PP, serta masyarakat, dan data sekunder dari peraturan, dokumen resmi, serta 

literatur terkait untuk menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif-analitis dengan cara menggambarkan fakta yang ditemukan dari 

banyaknya pelanggaran membuang sampah sembarangan yang terjadi di Kota 

Banjarmasin. Terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi penghambat penerapan 

efektivitas terhadap pelaksanaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah No. 21 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Banjarmasin dan terdapat 4 (empat) kendala-kendala dalam penegakan hukum di 

Kota Banjarmasin terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan 

berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran membuang sampah sembarangan. 

Kata kunci : Efektifitas, Sanksi, Pidana, Peraturan Daerah, Kota Banjarmasin 

 

 

Analisis Efektifitas Sanksi Pidana dalam Pelaksanaan 

Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Studi Kasus di 

Kota Banjarmasin) 
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ABSTRACT 

Name  : Muhammad Davin Rakhmatullah 

NIM  : 202110110311256 

Title  :  

 

 

Pembimbing : Sumali S.H, M.Hum 

    Muhammad Luthfi S.H, S.Sy.,M.H 

 The garbage problem in Banjarmasin City is becoming increasingly 

complex due to population growth, low public awareness, and a lack of garbage 

management facilities. Local Regulation No. 21 of 2011 concerning Garbage 

Management/Cleanliness and Parks in Banjarmasin City stipulates criminal 

sanctions in the form of imprisonment or fines for violators, but its effectiveness is 

still not optimal, as evidenced by the large number of cases of illegal garbage 

disposal. This study uses an empirical method with a sociological-legal approach, 

supported by primary data obtained through interviews with judges, the 

Environmental Agency, the Public Order Agency, and the community, and 

secondary data from regulations, official documents, and related literature to 

analyze qualitatively using a descriptive-analytical method by describing the facts 

found from the many violations of illegal garbage disposal that occur in the city of 

Banjarmasin. There are three factors that hinder the effective implementation of 

criminal sanctions in Local Regulation No. 21 of 2011 concerning Garbage 

Management/Cleanliness and Parks in the City of Banjarmasin, and there are four 

obstacles in law enforcement in Banjarmasin City against illegal dumping 

violations based on Local Regulation No. 21 of 2011 concerning Garbage 

Management/Cleanliness and Landscaping in Banjarmasin City to prevent illegal 

dumping violations. 

Keywords: Effectiveness, Sanctions, Criminal, Local Regulations, Banjarmasin 

City 

 

 

Analysis of the Effectiveness of Criminal Sanctions in the 

Implementation of Local Regulation No. 21 of 2011 concerning 

Garbage Management/Cleaning and Landscaping (Case Study 

in Banjarmasin City) 
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